ar 3:'» Ulu Kecamatan Jakabaring
Se%a&aa che Pas 30267

N opsmmam PENDIDIKAN |
NGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR a Undam—mdang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat 1l dan Kota Praja di SUmatera Sela
{Lembaran Negara Ri Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Rl Nomor 1821);

b. mwmmrmmmamm&mmﬁmm

! Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidik
14 Negara Republik Indonesia Nomor 51{

sebagaimana i C tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint

Nomor 17 tahun 20 : 13

Negara Republik indonesia Tahun 20

Nomor 112 dan & e

e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubﬁk mdoneshNnm n 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubah
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menumh (Berﬂn Neeara indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

£ Memperhatikan :

'kepaﬁapemhondapatdbenkanmumo;aem:on
dengan Sumf‘ﬂin Walikota Palembang.

‘ gur ‘
Wumsmnmaswwmm@hmmmamyambam
3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan
-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:;
‘Sm&nOpemsmaiPandidikanSekoiahMenengahPerbamSwasmakmdm
mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang

njau kembali dan disempurnakan sebagaiman

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2022




Kefentuan Yang Harus Dipatuhi Oleh Pemegang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta /

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.

. Perubahan satuan pendidikan merupakan:

a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi
nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain.

b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) pendidikan baru.

c. Pemecahan dari'1 (satu) satuan pendidikan menajadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih

d. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi yang
diselenggarakan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah.

. Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilakukan

dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.

. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan

wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan

lain yang jenjang dan jenis yang sama.

. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:

a. Satuan pendidikan sudahtidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan: dan/atau

b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi atau Kota/Kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi

kewenangannya atas usulan badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi

dari Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan. S

. Penutupan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud harus diikuti dengan penyaluran/ pemindahan

peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama serta penyerahan asset

milik satuan pendirian yang diselenggara ofeh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan

Pendidikan tersebut, dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah

setempat.

. Pada saat berlakunya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendirian dasar dan

menengah, bagi satuan satuan pendidikan yang sudah beridiri tetapi status kepemilikan tanahnya

belum milik pemerintah, pemerintah daerah/ atau badan penyelenggara diberi tenggat waktu untuk

memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10

(sepuluh) tahun.



